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SALINAN

Btj¥AT-I SU==AEEARA
pRoVIHsl HALIHAlrTAH TENGAII

PERATURAH BUPATI SUKAMARA
HOMOR 33 TAHUH 2021

TERTTanG

MEKAHlsRIE PEHGAHGGARAH, pErmlsTRIBusIAN BAIT
pERTAVGGUNG`rAWABAH BELAlr4A BAHAN BAKAR Mmr¥AK

URTUK KERTDARAABr DIRAs DI LINGKUNGAN
PEMERETAII IIABUPATEH SUKAMARA

DENGAn RAIIRIAT TUHADr yA»G MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang     :   a.   bahwa dalam ran9ka tertib administrasi, meningkatkan efisiensi
dan       efektifitas       penganggaran ,       pendistribu sian       dan
pertanggungjaevaban    belanja    Bahan    Bakar    Minyak    untuk
kendaraan   dinas   pada   Satuan   Kelja   Perangkat   Daerah   di
Lin9kungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;

b.   bahwa berdasarhan pertimbangan  sebagalmarra dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Mekanisme
penganggaran,  pendistribusian dan pertanggungjawaban belanja
Bahan  Bakar  Minyak  Untuk  Kendaraan  Dinas  di  lingkungari
Pemerintah Kabupaten SukeLmara;

Mengingat       :   1.   Undang-Undang Nomor 5  Tahun  2002  tentang Pembentukan
Kabupaten     Katingan,     Kabupaten     Seruyan,     Kabupaten
SHkamara,  Kabupaten  hamandau,  Kabupaten  Pulang  Pisau,
Kabupaten   Gunung   Mag,   Kabupaten   Murung   Raya   dan
KabHpaten   Barito   Timur   di   Provinsi   Kalimantan   Tengah
{Lembaran Negara Republik Indonesia TahuH 2002  Nomor  18,
Tambahan Lenbaran Negara R€publik Indonesia Nomor 4180) ;

2.   Hndang-Undang Nomor  1  Talun  2004 tentang Perbendaharaan
Negara   (Lembarali   NegarEi   Republik   Indonesia   Tahun   2004
Nomor   5,   Tainbahafi   LeHibarari   Negara   P`epublik   Iridoriesia
Nomor 4355) ;

3.   Undang-Undang Nomor  15 Tahun  2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Ilembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
I.embaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4qoo`) ;

4.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (I.embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan   Undang-Undang   Nomor   9   Tahun   2015   tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintahan   Daerah   {Lembaran   Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;
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5.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah   {Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan I,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322} ;

6.   Peraturan  Presiden  Nomor  33  Tahun  2020  tentang  Standar
Harga Satij.an Regiori.al (Lembarari Negara Repii.blik Ill.dQriesia
Talun 2020 Nomor 57);

7.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan  Ptoduk  Hukum  Daelal.  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),  sebagaimana telah diubah
dengan PeratTdran M€-nteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80  Thhuri  2015  tentang  Pembentuhan  Produk  Hukum  Daerah
@erita Negara Republife Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;

8.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman  Tekn±s  Pengelelaan  Keuangan  Daerah  {Berita  Negrra
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9.   Peraturan  Daerah  Nomor  4  Talun  2009  tentang  Pokok-Pokok
Pengelolaan  Keuangali  Daerah   (I,embaran  Daerah  Kahupaten
Sukamara  Tthun  2009  Nomor  4),  sebagalmana  telah  diubah
dengan   Peraturan   Daerah   Nomor   12   Tahun   2017   tentang
Peruhahan Alas Perathran Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pokck-Pckok  Pengelolaan  Kenaligan  Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten   Suhamara   Thhun   2017   Nomor    12,   Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukanara Nomor 49);

10. Perafuran  Daeral.  Kahupaten  Suhamara  Nomor  6  Tahun  2016
tentang    Pembentukan    dan    Susunan    Perangkat    Daerah
Kabupaten  Sukamara  {Ilembaran  Daerah  Ffabupaten  Sukamara
Tahun   2016   Nomor   6)   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukamara  Nomor  6  Tahun  2019
tentang     Perubahan     Atas     Peraturan     Daerah     Kabupaten
Sukamara  Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan
Susunan  Perangkat  Dasrah  Kabupaten  Sukanara  {Lembaran
Daerah Kabupaten Sukamara Tchun 2019 Nomor 6) ;

11. Peraturan Bupati Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2018
tentang  Pedoman  Penggunaan  Kendaraan  Dinas  Pemerintah
Kabupaten  Sukamara  {Berita  Daerah  Kabupaten  Sukamara
Tahun 2018 Nomor 10};

12. Peraturan  Bupati  Sukamara  Nomor  30  Tahun  2021  tentang
Pelaksanaan  Pep.alanai-.  Dinas  Di  Li..iLgkuLngan  Pemerintahari
Kabupaten  Sukamara  {Berita  Daerah  Kabupaten  Sukamara
Tahun 2020 Nomor 35);

13. Peraturan Bupati Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2021
tentang  Harga  Satuan  Pokok  Kegiatan  Kabupaten  Sukamara
(Eel-Eta Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 21);

14. Peraturan Bupati Kabupaten  Sukamara Nomor 25 Tahun  2021
tentang PetLmjuk Teknis Penatausahaan Dckumen Adminishasi
Pembayaran  Belanja  Dart  Pembiayaan  Daerah  Di  Lin8haingan
Pemerintali   Kdbupaten   Sukamara   (Berita   Daeral=   Kabupaten
Sukamara Tahun 2021 Nomor 25);



MEMurusEN :
Menetapkan    :   PERATURan BtJPATI TEHTAHG RIEKAlrlsME PEHGARTGGA]EN,

PEavBISTRIBusIAH   DAAV   pERTAVGGUHevAWABAlr   BELAIr4A
BAHAH    EIAKAR    MIHYAK    UHTUK    KENDARAAH    DIHAS    DI
LINGKUNGAN PEMERIHTAII KABUPATEH SUKAMARA

BaeI
KETEHTUAlr unmTM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.   Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2.   Pemerintah  Daerah adalah  Bupati dan  Perangkat Daerah  sebagal

unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3,   Bupati adalah Bupati Sukamara.
4.   Safuan.  K€Ija Perangkat Daerah yang selarijutnya disingkat SKPD

adalah  Satuan  Keg.a  Perangkat  Daerah  dilingkungan  Pemerintah
Daerah Kabupaten Sukamara.

5.   Anggarali    Pendapatan    dan.    Belanja    Daerah    yarig    sehajutrya
disingkat   APBD   adalah   rencana   keuangan   tahunan   Pemerintah
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah
dan   Dewan   Pervalrilan   Rakyat   Daerah  yang  ditetapkan   dengan
Perafuran Daerah.

6.   Belanja  Daerah  adalah  semua  kewajiban  Pemerintah  Daerdi  yang
diakui se.Dagal pengurang nfiai kekayaan bersih dalam periode tahuri
anggaran berke©.

7.   Pejabat   Negara   ada]ah   Pejabat   sebagaimana   dimaksud    dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

8.   Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat pegawai
ASN  adalah  pegawal  iieggi'-.i  sipil  dan-i  pega-wai  pemerii-ital-i  deligan
peljanjian kelja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

9.   Kefidaraan  Dinas adalah  semua keridaraan  bermotor dan7'atau  alas
anglflitan bermotor baik orang maupun barang yang menjadi bajrian
dari kekayaan/barang mflik daerah.

10.   Kendaraan   Dinas   Perorangan   adalah   kendaraan   dinas   yang
diperuntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati.

11.   Kendaraan.     Dinas     Jahatan     adalah     kendaraan     dines     yang
dimaksudhan untuk dipegang oleh pejabat yang namanya tercantum
dalam Keputusan Penunjuhan Pemegang Kendaraari Dinas.

12.   Kendaraan   Dinas   Perkantoran   adalah   kendaraan   dinas   yang
dimaksudkan untuk dipakai secara bersama atau bergantian dalam
kegiatan operasional 5,rang menur±jang pelaksanaan tugaB SKPD.

13.   Kendaraan  Dinas  Operasional  ljaparlgan  adalah  kendaraan  dinas
yang dimaksudkan untuk dipegang oleh pegawal  pada  perari8kat
daerah penggLina barang untuk menunjarig tiigas-tugas kedinasan
dilapangan,

14.   Kendaraari  Dinas Operasional  Khusus a.daha.h  kendara.an  dines yarig
dimaksudhan  untul± dipakai dalan m€1al±sanakan  kegiatan-kegiafan
khusus    seperti    ambulance,    pelrmdam    kebakaran,    pengangkut
sallipah,   kendaraari   patrdi,   pengangkut  air,   kendaraan   layanan
an8kutan masyarakat, alat beret dan lain-lain.
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15.   Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disin9kat BBM adalah bahan
hahar  yang  diperlukan  kendaraan  dinas  untuk  beroperasi  dengan
jenis bahan bakar non subsidi.

16.   K±os BBM adalah tempat maeyarakat melakukan aktivitas penjualan
sebagai pengencer BBM yang dilaksanakan secara mandiri.

17.   Stasiun Pengisian BBM Untuk Umum yang disingkat SPBU adalah
merupakan lembaga penyalur retail BBM dan Agen  Premium dan
Minyak   Solar   yang   selanjutnya   disingkat   APMS   merupakan
representatif atau perwakilan dari SPBU.

18.   Agen Resmi Penyalur BBM adalah merupakan perwakilan penyalur
yang   mempeljualbelikan   BBM   yang   persyaratan   pendiriannya
ditentukan oleh pertamina.

19.   Pejabat Pelaksana Telmis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PFTK
adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan  1  (satu)  atau
beberapa   Kegiatan   dari   suatu   Program   sesuai   dengan   bidang
tugasnya.

20.   Bendahara  Pengeluaran  adalah  pejabat yang  ditunjuk  menerima,
.menyimpan ,           men bayarkan ,           menat&u sahakan ,           d an
mempertanggungjawabkan  uarig untuk keperluan  Belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

21.   Rekening  Kas  Umum  Daerah  adalah  rekening  tempat  penyimpanan
uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung
seluruh  Penerinaan  Daerah  dan  membayar  seluruh  Pengeluaran
Daerah pada bank yang ditetapkan.

22.   Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

{1}  Peraturari Bupati ini disusun dengan maksud sebagal pedoman dalam
penganggaran, pendistribusian dan pertanggungjawaban be]anja bahan
bakar   minyak   unfuk   kendaraan   dinas   yang   diperlukan.   dalam
menunjang pelaksanaan fugas dan fungsi SKPD yang dibiayai dengan
APBD Kabupaten Sukarura secara efe]dif, efisien, transparan dan taat
terhadap Peraturan Perundang-undangan.

(2)  Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah :
a.   Tersedianya mekanisme penganggaran BBM kendaraan dinas.
b.   Tersedianya mekanisme pendistribusian BBM kendaraan dinas.
c.   Tersedianya   mekanisme   pertanggungjawaban   belanja   BBM

kendaraan dinas.

BAD 11
RUA)TG LINGKUP

Pasal 3

(1)  Peraturan     ini     mengatur     tentang     mekanisme     penganggaran,
pendistribusian    dan    pertanggung).awaban    belanja    BBM    untuk
kendaraan  dinas  dilingkungan  Pemerintahan  Kabupaten  Sukamara
termasuk   kendaraan   dinas  yang  berasal  dari   pemerintah   pusat
maupun Pemerintah Phovinsi termasuk kendaraan hibah yang dalam
proses,   biaya  operasionahaya  menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah
fabupaten.

(2)  Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.   Kendaraan dinas perorangan,
b.   Kendaraan dinas jabatan; dan



c.    Kendaraan dinas operasional.
{3)  Kendaraan Dinas Operasional Sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c mefiputi :
a.   Kendaraan dinas operasional perkantoran.
b.   Kendaraan dinas operasional lapangan.
c®    Kendaraan dinas operasional khusus.

BRE Ill
PEHGANGGARAN BAHAN BAKAR MIAvirAK

Pa§al 4

(1}  Kepala  SKPD  menganggarkan  BBM  setiap  tahun  anggaran  sesuai
kebutuhan BBM,  untuk penggunaan kendaraan dinas melalui  DPA-
SKPD sesuai dengan jumlah unit kendaraan dinas pada SKPD tersebut.

(2)  Penganggaran   besaran  nflai  belanja  BBM  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati Tentang Harga Saturn
Pokck Kegiatan Yang Berlaku DiHngkungan Katupaten Sukamara.

{3)  Penganggarari BBM sebagaimana dimaksud prda ayat ( 1) , dikecualikan
unfuk kendaraan dinas dengan  status pinjaln pahai dan Kendaraan
dines dalam keadaan rusak berat atan tidak layak jalan.

(4)  Pinjam  pakai  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  aritar  SKPD
dengan instarisi diluar Pemerintah Daerah dan/atau arltar SKPD di
Lingkungan Pemerintah Daerah.

(5)  Kendaraan dinas Hibah darn purat ataupun provinsi yang sudah ada
Berita Acara Serah Terima Kendaraan dapat dianggarkan pada DPA-
SKPD Penerima hibah.

(6)  Kendaraan  dinas yang dikecualikan  sebagaimana dimaksud  pada
ayat (3) bisa diajukan penganggaran belanja BBM nya apabila ada
rencana perbaikan atau dalam proses perbalkan.

(7)  Penganggaran   belanja   BBM   kendaraan   dinas   pada   DPA-SKPD
dicantumkan  pada  rekening  belanja  pemeliharaan  alat  angkutan
bermotor   untuk   kendaraan   dinas   perorangan,   jabatan   dan
operasional (perkantoran,1apangan dan khusus).

(8)  Penganggaran  BBM  kendaraan.  dines  operasional  khusus  termasuk
alat berat yang dipergunakan dalam ran.gha pelaksanaan  tugas dan
fungsi   SKPD   seperti   pada   kegiatan      pengelolaan   persampahan,
penanganan  kebakaran  hutan  dan  lahan,  pemeliharaan  rutin jalan
dan jembatan yang dilakukan secara swakelola dan keriatan lainnya
termasu k        kegiatan       yam g       dilalen ham        kareria        keadaan
darurat/ mendesak, dihitung berdasarhan kebutuhan rfl di lapangan.

(9)  Penganggaran   BBM   kendaraan   dinas   operasional   sebagalmana
dimaksud pada ayat (5) dicantumkan pada rekening belanja bahan
bakar minyak.

{10}   Kendaraan   dinas   operasional   khusus   alat   berat   peHganggaran
belanja BBM dicantumkan pada belanja pemeliharaan alat besar,



DAB IV
pENIrEDIAAAV BAH pENDlsTRIBusIAN BBM

Bagian Kesatu
Penyediaan BBM

Pasal 5

{1} Pelaksanaan  penyediaan  BBM  dilakukan  secara  swakelola  melalui
pembelian langsung pada SPBU.

(2) Dalam hal tidak terdapat SPBU, penyediaan BBM dapat melalui Agen
Resmi Penyalur BBM atau RIos BBM yang tersedia.

Bagian Kedua
Pendlstribusian BBM

Pasal 6

{1}  Pejahat/ASN  berdasarhan  Surat  Keputusan  Penunjukan  Kendarari
Dinas    baik    untuk    perorangan,    jabatan    maupun    operasional
diberikan biaya pemefiharaan kendaraan dinas ter.masuk biaya BBM.

(2,i  Pemberian  BBM  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1}   dihitung
berdasarkan hard ken.a efektif.

(3)  Penyediaan BBM juga diberikan untuk Kendaraan Dinas operasional
khusus   berdasarkan   hari   kalender   dalam   ran8ka   operasional
maupun pemeliharaan barang milik Pemerintah Daerah.

(4}  Pemberian BBM oleh SKPD diberikan kepada kendaraan dinas yang
dipergunakan oleh SKPD berada dalam kondisi balk/1aik jalan.

Pasal 7

(1}  Pendistribusian   BBM   kepada   pejabat/ASN   pemegang   kendaraan
dines sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) diberikan dalam
bentuk   kupon   dengan   format   sebagalmana   tercantum   dalaln
lanpiran I yang merupakan bagian tidak texpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

{2)   Pendistribusian  KHpon  BBM  sebagaimaria  dimaksud  pada  ayat  (1}
dilakukan  oleh   Kepala  SKPD   selaku   Pengguna  Anggaran  melalui
Pejabat Pelaksana Te]mis Kegiatan kepada masing-masing pemegang
kendaraan dinas setiap awal bulan berkenaan.

(3)  Pemegang  kendaraan  dinas  berdasarkan  kupon  BBM  sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) melakukan pengisian BBM pada SPBU, Agen
Resmi    Penyalur   BBM   atau    Kios   BBM   yang   tersedia   dengan
menyerahkan kupon BBM tersebut.

(4)  Penyediaan  dan   pendistribusian   BBM  untuk  pelcksanaan  kefatan
sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  4  ayat  (8)  dilakuhan  berdasarkan
peristiwa atau kejadian kehaharari hutan dan lchan dan kealanli yang
mencharushan dilcksariakan peme]iharaan jalari dan jembatari telTnasuk
dikarenahan keadaan darurat/ mendesak akibat bencana a]am.

(5}  Pendistribusian  BBM  untuk  pelaksanaan  kegiatan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan  setelah  penerimaan  dan  pengeluarannya dicatat  sebaga±
barang  persediaan  oleh  pejabat  pengurus  barang  pada  masing-
masing SKPD.



(6}  Setiap  kendaraan  dinas  diberikan  BBM  dengan  pengelompokkan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BBM

Pasal 8

(1)  Setiap awal bulan berikutnya, PPTK meminta tagihan BBM kepada
penyedia dalam hal ini SPBU, Agen Resmi Penyalur BBM dan RIos
BBM.

(2}  Berdasarkan bukti tagihan BBM dari penyedia,  PPIK menyaHipalha
permintaan   pembayaran   kepada   bendahara   pengeluaran   dengan
dilampiri bukti-bukti  pendukung lairmya yang sah  dengan  mengacu
pada   Peraturan   Bupati  Tentang  Petunjuk  Teknis  Penatausahari
Dckumen Administrasi Pembayaran Belanja dan Pembiayaan Daerah
di Ijin9kungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.

(3)  Berdasarkan    permintaan   pembayaran    dari    PPTK,    Bendahara
Pengeluaran  menerbitkan  SPP-GU/I,S  yang  disampaikan  kepada
Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

(4}  PPK-SKPD melakukan Verifikasi dan pengujian atas tagihan belanja
BBM  sebelum  diterbitkannya  SPM-GU/LS  untuk  ditandatangani
Pengguna Anggaran.

(5)  Untuk SPP dan SPM-GU dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran
dengan   mekanisme   non   tunas   ke   penyedia   BBM   sedangkan
mekanisme  SPP dan  SPM-LS  dilakukan dengari  transfer langsung
dari Kas Daerah kepada penyedia.

(6)  Unfuk     bulan     December     pertanggung}.awaban     belanja     BBM
dilaksanakan sebelum batas waktu penyetoran sisa Uang Persediaan
atau   sebelum   beralchimya   bates  waktu   permintaan   pembayaran
belanja.

{7)  Realisasi  belanja  BBM  dilaporkan  bendahara  pengeluaran  setiap
bulan     melalui     Laporan     Pertanggungjawaban     baik     secara
administratif maupun fungsional.

(8)  Pembayaran dan pertanggungjawaban biaya BBM kendaraan dinas
yang  dipergunakan  dalam  rangka  pelaksanaan  peljalanan  dinas
dibebankan pada belanja peljalanan dinas dengan mengacu pada
Peraturan   Bupati   dan   Standar   Biaya  yang   mengatur  Tentang
Perjalanan Dinas yang berlaku dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukanara.

DAB VI
PENGENDAblAN

Pasal 9

Kepala   SKPD   menyelenggaraha.n   pengendalian    intemal   terhadap
penganggaran,  pendistribusian dan perianggungjawaban belanja BBM
pada   masing-masing   SKPD   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan
perundang-undangan.



BAD VII
KETENTUAH PENUTUP

PaLsal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlarfu pada tanggal diundanghan.

Agar sedap orang dapat mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan
Peraturan  Bupati  ini  dengan  penempatarmya  da]aln  Lembaran  Daerah
ELbupaten Suk±a.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 30 Des€mber 2021

BUPATI SUKAMARA,

ttd

VIHDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal,  30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAII
KABUPATERT SUKAMARA,

ttd

REHD¥ LEsnftAnrA

BERITA DAERAII KABupATEN suKAnfARA TAIIUH 202 1 HOHOR 33
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LanpI- I
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR  33  TAHUN 2021
TENTENG                                    MEKANI SME
PENGANGGARAN,        PE ND I STRIBU SIAN
DAN PERTENGGUNGJAWABAN BEIANJA
BAIIAN       BAI£AR       M INYAK       U ENTU K
KENDARAAN   DINAS   DI   LINGKUNGAN
PEMERINTAI± KABUPATEN SUKAMARA

FORMAT KUPON BBM

DEPART

BADAN/DINAS/UNIT KERJA ............
I,I,,I,I.,,,,e,,|,,,|,|,||.,,

RABuPATEN SuRAMARA

KuPON BBM
KENDARAAN DINAS .....,.....

NOPOL.........."
JENIS BBM ........ „

JUMLAH,.........LITER
BULAN 202.".

BPRAD

RABuPATEN SuKAMARA

KuPON BBM
KENDARAAN D[NAS JABATAN

KH 1036 SLJ
PERTAMAX

20 (DUA PuLUH) LITER
JANUARl 2021

BELJL-a

PPTK,

TANDA TERIMA PENYEDIA BBM-ITD_/Pa_raf
PENGAMBILIITD/Paraf       I

Sannan ses
KEPAEA 8

NIP.  197508
'       .        ,T7.

J.i
.

dengan aslinya
GIAN UKUM,

U ORA, S.H.
2002121004

9

PPTK,

Ttd

(NANA PPTK}

TANDA TERIMA PENYEDIA BBMITTDi'Paraf     I
PENGAMBILTTDi'Paraf

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WIHDU SUBAGIO



-I-11
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR  33  TAHUN 2021
TENTANG                                    MEKANI SME
PENGANGGARAN ,        PENDI STRIBU SIAN
DAN PERTANGGUNGUTAWABAN BEE.ANJA
BAIIAN       BAKAR       MINYAK       UNTUK
KENDARAAN   DINAS   DI   LINGKUNGAN
PEMERINTAII KABUPATEN SUKAMARA

PENDISTRIBUSIAN BBM KENDARAAN DINAS
BERDASARKAN JENIS DAN BESARNIA CC KENDARAAN

A.    KENDARAAN DINAS PERORANGAN

PEMEGENG
JUMLAH JENIS KAPASITASSIHNDER/CC(MAKSIMAI} BBMLITER/HARE

RETERANGANNo+ REINDARENDINAS KENDAREN

I. BUPATI 1 UNIT SEDAN 2.500 ec 5
Harga Sesuai)PerbupHSPKI1 UNIT JEEP 3.20ol55_ 10

2. wjrmL BupATI 1 UNIT SEDAN 2.200 CC 4
1 UNIT JEEP 2.500 CC 8

8.   KENDARAAN DINAS JABATAN

Not PEMEGENG
I JUMLAH

JENIS
ENASITASSILINDER/C BBMLITER/HARI

KETER
KENDARAAN DINAS KENDAFLEN C(MAKSIMAL) ANGAN

1. KE"A DPRD
i   1  UNITi SEDAIN/MINIBUS

2.500 CC 5
i  Har8aSesHaiPerbupHSPK

2. WAKIL KETUA DPRD

I   1  UNIT
SEDAIN/MINIBUS

2.500 CCI 5

3.i SEKRETARIS DAERAI+ 1 UNIT

i    MINI BUS/JEEP

i     2.500CC
5

4. PEJAEAT ESELON II/ b 1 UNIT
SEDAN/MINIBUS

i     2.500CC
5

5. PEifABAT ESEljoN Ill/ a 1 UNIT MINI BUS i.500 CC 4

6.
PELABAT ESELONIll.b/FUNGSI0NAISETARAESELONIll.b

i UNIT SEPEDAMOTOR 200 CC 1

7'
PEJABAT ESELONIV/FUNGSIONAISETARAESELONIV

1 UNIT SEPEDAMOTOR 200 CC       I 1

10



C.   KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PERKANTORAN

No.
PEMEGENG

JUMLAH JENISKENDAFLAEN HrmAslTAS BBM RETERANGAVKENDAFtEN SILINDER/CC LITER/
DINAS (MAKSIMAL) HARI

PEHABATPENATAUSAHAAN

Menyesualkan  i

TRUCK 4.000 CC 8

Har8a
PICK-UP 2.500 CC 5

JEEP 2.500 CC 5
1'

BARANG/PEJABATPENATAUSAHiIANPENGGUNABARANG   i SesrfuPerbupHSPK-   ,MINI BUS 2.500 CC 5
WAGON 2.500 CC 5ISEPEDAMOTOR I200CC I1

D.   KENDARAAN DINAS OPERASIONAL IAIANGAN

PEMEGANG
JUMLAH JENISKENDAFRAN KAPASITAS BBM KETERANGAVNo. RENDAFzjEN SILINDER/CC LITER/

DINAS (MAKSIMAL) HALRI

1.i

i DOKTERSPESIALISFUNGSI0NEL

1 UNIT MINI BUS

I       1.600 CC i          4

Har8aS8sHalPefbubHSPK

2.
DOKTERUMUM/GIGIFUNGSIONjEL

1 UNIT SEPEDAMOTOR 200 CC 1

3.
TENAGA 1 UNIT SEPEDA 200 CC 1pErmLUH MOTOR

i    4. i TERTAGAKESEHATANFUNGSIONAI DIPUSTUDENPOSKESDES

1 UNIT SEPEDAMoroR 200 CC

i               1

I5.
PENGAWAS 1 UNIT

ISEPEDA
200 €C 1SEKOLAH MOTOR

fi

APARATPENGAWASINIE.ENAIL,pEMERINTrm(APIP)

1 U_NIT SEPEDA nn rr 1
MOTOR fi----<   -*J -`- -

7.

PETUGASPEMUNGUT

1  UNIT SEPEDA 200 CC 1PAIAI DARTRETREUSI MOTOR

8.
BENDAHARAPENGELUAEN/OFFICEBOY

1 UNIT SEPEDAMOTOR 200 CC 1

9.    i LAIN-LAIN 1 UNIT
SEPEDAMOTOR     i

200 CC 1

Elj



E. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS

PEMEGARTG
KENDAFZJEN

DINAS

PEHABAT YANG
DITUNJUK
BEREASAREN
SURAT
KEPUTUSAIN
PENUNJUKAN
PEMEGANG
KENDARAN
DINAS

JUMLffl

Menye§
uaikan

JENIS
KENDAREN

RAPA8ITAS
slLINDER/e€
(MAKSIMAL)

BBM
LITER/

rLARI

AMBULANCE 2.000 CC
I7

PEMAD"
2.500 CC 5REB

RENDAREN
PENGANGKUT 4.000 CC 8
]JRE

i   KENDAFRANP-A-TP-OIJI 3.00oCC      i         8

KENDAFLEN
PENGENGKUT 4.000 CC              12

SJENPAH

i   AI*A-I-BERET-A   i M-enyesuaikan  i          1          i

KETEEN
GEN

Harga
Sesuai
Perbup
HSPK

*(untuk pemetharaan)

Salinam sos
KEPAirdA`

ai dengan aslinya
GIAN HU UM'

DEWA
NIP.  1975

+`

ORA, S.H.
2002121004

12

BupATI surKAMirm,

ttd

WIHDU SUBAffilo


